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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan dan pembahasan penulis lakukan maka penulis

mencoba mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai

berikut :

Bahwa proses penegakan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Sleman mulai

dari tahap penyidikan sampai dengan sidang pengadilan pada dasarnya sudah

memperhatikan prinsip Equality Before The Law tetapi belum maksimal

dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga kedepan Pengadilan

Negeri Sleman dapat melaksankan prinsip Equality Before The Law

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat

1.

B. Saran

Agar asas Equality Before The Law ini dipahami oleh seluruh penegak

hukum dan digunakan sebagai dasar acuan aparat penegak hukum dalam

setiap penanganan perkara bahkan kalau perlu sejak tahap pembuatan Undang-

Undang materi yang diatur harus mengacu kepada kepentingan masyarakat

luas bahkan suatu golongan. Hal ini mengingat adanya asas Equality Before

The Law untuk menghindari diskriminasi hukum.
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